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Uji Materi Frasa Batal Demi Hukum dalam KUHAP Diperbaiki

Jakarta, 6 April 2022 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan
Permohonan untuk Pengujian materiil frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (06/4),
pukul 13.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 28/PUU-XX/2022. Permohonan ini
dimohonkan oleh Umar Husni, seorang Warga Negara Indonesia.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Sebelumnya,
Pemohon mendapat 3 (tiga) surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga)
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun
tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk
dakwaan jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses
perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum.

Pemohon menganggap bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum
terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali
berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus
adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperlukan
suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP perihal arti surat
dakwaan batal demi hukum secara konkrit. Selain itu, Pemohon merasa dengan belum adanya
penafsiran tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan
perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, termasuk mengajukan
perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi. Dengan alasan itu, Pemohon meminta MK
untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara kepada
penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali.

Hakim Konstitusi Saldi menasihati Pemohon untuk perlu memperhatikan penajaman dan
penyederhanaan pada bagian kedudukan hukum. Berikutnya Hakim Konstitusi Daniel memberikan
nasihat agar Pemohon memperbarui PMK 2/2021 yang dapat menjadi pedoman dalam
menyempurnakan permohonan. (FY)
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